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Merrirni:ang :

BE!5GAN RAITMAT TT'IIA!5 YAHG TilAIIA E8A
BUPATI BARIIFO SETITTAIY,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1z ayat tzl
Perafuran Pemerintah Nomor 6s rahun zazl tentang pemberian

TUnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima pensiun dan penerirna T\rnjangan
Tahun 2021, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Petunjuk ?eknis Pelaksanaan pemberian T\rrrj-angan Hari Ray-a

dan Gqii Ketiga Belas Tahun zozl yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan tselanja Daerah;

i". undang-undang Nomor 27 Tahun lgsg tentang Fenetapan
undang-uadang Darurrat Nomor g rahun 1gs3 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan{
Lembaran Negara Tairun lgss Nomor 9 ) sebagai und.ang-
undang ilembaran Negara Republik indonesia Tahun lgsg
Nonror 72, Tambahan Lernbaran Negara Repubtik indonesia
Nomor L820]l;

2. undang-undang Nomor 5 Tahun zol4 tentang Aparatur sipil
Negara {i.embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 6, Tambahan tr ernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9afi

3. undang-undang Ir{omor 2a Tahun zCIL4 teniang
Femerintahan Daerah ilembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2ot4 Nomor 244, Tambahen Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor sssr) sebagaimana telah diubah

Mengingat :
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beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nornor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-Llndang
Nomor 2s rahun 2oL+ tentang pemerintahan Daerah
(Lerrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ais l.iorrror
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567ej;

4. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2afi tentang
Idarrajerne, pegawai t{egeri sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zau Nomor 6s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Irrdonesia Norrror 6oszi; sebagairrrana ielah
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 12 rah un 2o2a
teniang penibar'ran Atas peraiuran pemerintahr Nomor i 1

Tahun zoi,z tentang Manajemen pegawai Negeri sipir
(Lernbaga Negera Republik Indonesia Tahun 2o2a ldomor 6g,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
6a77|;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 rahun zolg tentang
Manajerrren pegawai pemerintah derrgaa perjanjian Ke{a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aLg Nomor
224, Tambar'rzur iernbaran l.iegzu-a Repubrik Indorresia idomor=
626a!

6. Peraiur=an Pemeriniah Nornor 12 Tahun zalg tentzurg
Pengeloiaan Keuangan Daerah{Lembaran Negara Repubiik
irrdonesia Tahun 2o1g Norrror 42, Tarrrbahran Lerrrbara,
Negara Republik Indonesia Nomor 65221;

7. Perafuran perrrer:irr-ta?r Norrror- 6s rahurr 2o2lterriang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Beras pada
Fegawai }ilegeri sipii, perrsii:rran, pener=irna pensiun, darr
Penerima T\rnjangan Tahun 2a2\I*rnbaran Negara Repubiik
indonesia Tahun zazi Nomor= 1og, Tarnbahan Lerrrban-arr
Negara Republik IndonesiaNomor 66521;

8. Per-aturan Menteri Dalam i.'legeri Norrror TT Tahurr 2ozo
tentang Pedoman Teknis pengeroraan Keuangan Daerah,
iBerita liegara Republik Indonesia Tahrxr 2aLa i,iornor- izsli;

9. Peraturan Menteri Daram Negeri lr[omor go rahun 201s
terrtarrg Perrrbentukan produk Hui<r.rm Daer-ah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2o1s Nomor 2036) sebagimana
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Peraturan Meoteri DaJarn Negeri Nomor

120 Tahrrn 201"8 tentang

Dalam lt{egeri Nomor 80

Produk Hukurn Daerah

Tahun 2O1E Nomor L57l;

Perubahal Atas Peraturan Menteri

Tahun 2OL5 tentang Pembentukan

iBerita Negara Republik irrdonesia

10. Peraiu ras: Daetarh Kabupaten Barito selatan iilor:ror 3 Tahurr

2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangi<at Daerah

KabupaterrBaritoselatarr{LerrrbaranDaerahKabupaten
Barito selatan Tahun 2a16 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Sela'uari liomor.. 2i;

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 9 Tahun

2A2A teniang Anggaran Pendapatan darr Beiarrja Daerah

Tahun Anggaran 2A21 {Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2A2i Norrror 9, Tar-nba.r-ran Lembatapt Daer'ah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 9i;

12. Peraturarr Daerah Kabupaten Barito Selatan Nornor 7 Tahrun

2OZA kntang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ilembaran Daerah Kabupaten Barito Seiatan Tahun 2O2O

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
O^1-r--- AT---^- Zl-DelaLairl 110rnur- /r;

13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2Tfi
tentang Pelaksanaarr Hak Keuangarr dan Adrrrinis'rraiif

Pirnpinal dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

iBeri'r"a Daerah Kabupaten Barito selatan Tahrun 2a1T Norrror

7i sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Bupati Barito
selatan Nornor i7 Tahun 2o2o terrtang pem-uahan A''as

Peraturan Bupati Barito selatan Nomor tr rahun 2al7
ientang Peiaksanaan Hak Keuaregan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah

{Berita Daeratr Kab, Barito selatarr. Tah"urr zoza Nomor 1z};

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SEI-ATAN TENTANG

PETUT.IJUK TEK}.IIS PELAKSANAAN PEIV{BERIA}.I TUN.IANGA}.I

HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2O2L YANG

BERSUMBER DARi ANGGARAN PEi{DAPATAN DA}.I BELAi.UA

DAERAH.
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Fasal 1

Dalam Peraturan Bupaii ini yang diraaksud dengan:
1" Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Fen:.erintah Daerah adalah Eupati sebagai unsur penyelenggara

Femeriniahan Ilaerah yang mernirnpin pelaksanaan urusan pernerintah
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati. adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakii tsupati tsarito Selaran
5' Dewan Ferwakilan Rafuat Daerah yang selanjutnya disingkat npRD adalah

lernbaga per:wakiian ralryat daerah yang berkedudukan sebagai Lrnsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

6' Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Peineriatah Daerah Kabupaten Barit<r Selatan

7 ' Pegawai Negeri Sipit yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang meraen.uhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
Aparatur sipil Negara secara tetap oieh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

8' Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya clisingkat
PPPK adalah \4rarga Negara Indonesia yang meme$uhi sy-arat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka rnelaksanakan tugas peareriata tran.

9' Fenerima Pensiun adalah ahli waris yang sah eiari Aparatur Negara atau
Pensiunart, trest 'liberikan n:anfaat pension sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10' Penerima ?unjangan adalah urarga Negara filemenuhi persyaratan tertentu
untuk rnenerirna penghargaan tiani atau penghorm atan dari Negara dalam
bentuk peraberiaan Tbnjangar: sesuai dengan ketentuan peraturafi.
Fenrndang-undangan.

1i. Hari Ray-a adalah hart raya ldul Fitri.
12' Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut Sp2D adalah Surat

Perintah v-ang diterbiikan oleh Kuasa Bendaharawan Umuia Daerali untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah {APBD} herdasarkan SFM.
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13'Badan Layanan umurn Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah BLUD
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

8AB II
PELAKSAI{AAIY ?I'PE-TAHGAH HARI RAYA DAIE GA.JI KETIGA BELAs

Pasal 2

(1) ?unjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahr-rn 2azl diberikan kepada :

a. Bupati dan Vfakil Bupati;
b- Pimpinan dan Anggota Dewan perwakiian Rarryat Daerah;
c. PtiS;

d. Calon pNS;

e. FPPK;

f. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya
dibebankan pada instansi indukny-a;

g. Penerima gaji terusan da, pNS yang meninggal dunia atau tewas;
h. Dew-ar:i Pengawas BLUD;

i. Pejabat Pengeloia BLUD; dan
j' Pegarv-ai i{on-Pegaw-ai ASii y-ar-ig bertugas pada instansi ,jaerah y-ang

menerapkan pola pengeloiaan tsLUD.

(2) PNS sebagaiinana dimaksud pa,J.a ayat (1i hurrrf c melipuii dalan: jabatan :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi;

b- Adminisirator atau dalam Jabatan yang seiara administratoi-;
c. Fengawas atau dalam jabatan yang setara pengawas;

d. Fringsional Ahii lviadv-a;

e. Fungsional Ahli Muda;

f. F'uitgsiona-l Ahli Pei-iama;

g. Fungsionai Fenyelia;

h. Fuiagsioira,l iviahir;

i. Fungsional Terampil; dan
j. Felaksana.

(3) PI\[S sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c tidak terrnasuk pNS yang
diiugaskan di iuar insiansi Femerir:iah Daei-arh baik di dalam maupun di
iuar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

{4i PNS sebagaimana d.imaksud pada ayai (li irurrif c tidak iermasuk Pi{S ya-r-ig

sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
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Pasatr 3

{1} 'lunjangan Hari Raya dan Gali Ketiga tselas sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 2 dlbayatkan dengan rincian :

a. Tunjangan Hari Raya sebesar penghrasilan 1 (satui bularr pada bulan April

Tahun 2A21; dan

b" Gaji Ketiga Beias sebesa-r pengiiasilan i (saiu) bulan pada i-ruiarr "iuni
Tahun 2A21"

tZj Pcrigliasiian sebagaimana dirrraksud pada ayat ili diberikan bagi Pi{S,

Dewan Pengawas BLUD, Pengeloia BLUD, dan Pegawai-Non Pegawai ASN

- t a ? -L----? -1 - ----1- --1--,- ---1- ---,----t-I----yarrE uerLLrBas IJa(Ia rrrsLir"rrsl uacr-arr yeurB rilerreraFlr(r,n pora pcngcroraarr

ELUD, meliputi :

_ _-_:: ___1 _1--a. 8aJ1 p()r((J.K;

b. tunjangan keluarga;

c. turr.jangan jai:atan atarr tunjangail urlum; darl

d. tunjangan pangan atau beras.
l^\ a -:: ---t -1 L--, l- - -,- - 1 -l----,-- L---1- l-1--r-iii '.raJi poi(oK, Iunjangan lretuafga, -LtlirJaligeii JaiJalan alau runja.rlgan ulIilrl]r

dan tunjangan pangan atau beras sebagaimana dimaksuci pada ayat {21

mer-upakan gaji pokok, tr-lnjangan keluarga, 'uunjzulgzur ja'oatan atau

tunjangan umum dan tunjanga-fl pangan atau beras sebagaimana diatur
.J^1^* 

-^*^k ^)^^- -,-l^--^-Galam pe i'arLirar-"I peri]n(iaii g- -LinGangan men ge nal gal i.

{ai Tunjangan F{ari Raya dan Gaji Ketiga tselas bagi Fimpinan dan Anggota
n^---^.^ I)^---^ L:l^- D^1*,^. n^ ^-^1- ^^1^^ -^:-iie-waif i-ei-Wamrarr r\ir-rLyir-L LldvLd"rl ucuagilriiana dimaksUd daiam Pasal 2

ayat iii huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,

trinjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggoia Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
-rindangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan 'Can

Anggota Dewan Perwakitran Rakyat Daerah.

iSi Tunjangan jabaian sebagaimana dimaksu'i pada a5rat (2) hui-rif c terdiri da,-i :

a. tunjangan jaLratan struktural;
l- +-,..:^-*^- :^1^^r^- I:--^^:^-^1. l^-Lr. LtllIJH (IgiLlr Jd.Uir,Lirur rU.IrgSrUIra{r; (jirlr

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan PNS.
da-! D^--L^^.il^-- ^^1-^-^:-^-^ l:*^1-^--l -^l^ ^*-^+ /r)\ J:1^^.^.:l-^.^ l^^^: 11^l^- DnTct
t{.J,I rsrrBrra"srr.llr :iEr.Jir-8i4._r.ruiall(a (rlrrlir.r6'sLru pil.(la, idyaL lz) urutr-rr-t{-d"Lr. uar.}al \-ai-IUIi ri\D,

paling banyak meliputi :

^ ()t\o/ tl^1 ^^^^ .^- -t--t^ ^^-.^^-\ -7^-: -^:: -.^I-^1- TIRT(1-'d" awTc tLrtrlir"Pir-rr PurLrrr ljsrntrr{ uirir B,aJr PUI{UII. r-lr.J,

b. tunjangan keluarga;
^ r---^i^-^ 

-- 
l^-^L. Ltrr{ir-rr8i{t t LrrilLrlII, Lrall

d. tunjangan pangan atau beras.
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{7} penghasilan sebagairnana cirnaksud pada ayat {2} tidak dikenakan potongan

iu-ran daolataupotongan la-rn berdasarkan ketentr:an Peratr:ran Pen-:-ndang-

undangan.

Penghasilan sebagaimarra dirr-raksud

penghasilan sesuai ketentuan Peratrrran

Pasal 4

Penerima gaji ierusan Pi{s yang meninggai dunia atau te-was sebagaimar:a

dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf g diberikan Tunjangan Hari Raya

dan Gaji Keiiga Beias yaitu sebesar penghasilan 1 isatu) bulan pensiun

terusan.

Pasa1 5

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat t2) tidak

ter:masuk;

a. jenis tambahan penghasilan PNS tunjangan daerah atau tunjangan
1_i,- ---: ^ -r{.IrrcIJa;

b. insenlif kinerja;
- :.- --,-rif r-^ 'c. lnsenllr i<erja;

d. tunjangan bahaya;
^ L---^: ,---:1---c. Lu.rrJarrE,iilr r trsrKu;

f. tunjangan pengamanan;
:--- ---- ----^t^-: ^r^-- L--,-:^-^---- 1-1^-.g. tut4zurgan proiesi aiau iurrlzurgam klrusus glii-ri aiau doserr atau

tunjangan kehormatan;
!- a^--1--7---- .-^-^-l-^-:1^-^ 1-^-: 

--,-- 
nir^-.rl. Li,rrruarralr iJelfgrlastralL Dagr guru i-i\b;

i. insentif khusus;
j. tunjangan selisih penghasilarr;

k. tunjangan penghidupan luar negeri; dan

i- tunjangan lairr )'-arrg sejerris dengar.r iunjangare korrrpeasasi aiau
tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
Per'afurafi Per--trndang-urrdangan darr pengirasiian lair: di iua-r
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat {2}.

Pasal 6
(1) Daiarn hai Pi\iS rnenerirna iebiir rlari i isatui pengLrasiiarr sebagairrra.rra

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Thnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Beias diberikan oalair saiu ynrig jurniahrrya Isbihi besar,

pada ayai {2i dikenakarr Pajak

Perundang-undangan-
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Dalam hal FNS rneneima lebih dari 1 {satu} T\rnjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas r:rtak-a kelebihan pembayaran tersebrtt merripakan rrtang dan

wqiib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan
Tr^---- l^--- --,- -1re ru I r G. al-r g- 1} n Oarl garr .

Dalam hal PNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau

Fei:erin:.a Tunjangan jzurdai duda rnaka diberikan Tunjangan Har-i Raya darr

Gaji Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun
jandaiduda atau Tr-irrjangan Har-r Raya 

'i.ar--r 
Gaji Keiiga Belas Penerirna

Tunjangan janda/duda.

Pasai 7

Terhariap trinjangarr Han-r Ra5r-a dan Gaji Keiiga Belas diiakukan pembulatan

sebagaimana mestinya.

BAB III
DEIITDAI'ADAI,rr.E .iltr,lE l'll Lft[l4tI-t

Pasal 8

iii Tunjar:garr Harj Ra3,-a diba3'arkan palirrg cepai i0 isepuiuFri irari kerja
sebelum tanggal Hari Raya, dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana
din:aksud beiura dapai diba5,-arka:r, Tur-rjangan Hari Raya dapai dibayarkan
seteiah tanggal Hari Raya.

i2) Gaji Ke'r-iga Beias dibayarkan paling cepat bularr. Juni, daiam leal Gaji Ketiga
Belas sebagaimana dimaksud. belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas
dapai dibayarkarr setelah buiare Jiirri.

Pasal 9

Pernbayar"an Thrr.jangan Hari Ra5ra dan Gaji Ketiga Beias sebagair:rana
dimaksud dalam Pasal 8 dibebalkan pada DpA sKpD berkenaal.

Fasai 1O

iii Pejabat Penanria Tangan SPhfl r:reng4iukan SPM 1*ur-g'anga:: Har=i Raya Carr

Gaji Ketiga Belas kepada Bendaharawan Umum Daerah.
(2i SPiv{ ?urrjangar: Hari Raya dan Gaji Ketiga Beias sebagaimana dirnaksurl

pada ayat {1} dibuat dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan Flari Raya
dan Gaji Ke'uiga Beias SPivi Gaji urr.tuk pemb,al'ar=an gaji pokok, iunjangare
keiuarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan pangarl
--^-- 1^ ---- -i{r-ii,u uel'as-

(r,
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PE![DA$AAN

Pasal 1L

?e*daeaartperrr.beriare 
T*njaregarr Hari Raya darr Gaji '*ettgaBelas bersur:i-rbe-r

dari A*ggara, pend.apatan dan Belanja Daerah Kabupaten Earito seiatan

Talrun Arrggara-r-r 2021'

tsAE V

KETE}ITUAN PEISUTUP

Pasai 12

Fera-uurarr Bupa,r-i ii:i rrliilai berlaku p ada.Larlggai diurrdarl gkar:..

Agar setiap oraxg mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan

Brrpa-ui i-Ili deragarr perrerrlp?i afif{iid dalanr Beriia Daerahr Kabupat'eii Bariio

Selatan.

Ditetapkan Ci Buntak
, t+ Mea

tanggat 2A21

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 leet 2A21
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